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Keberadaan Lembaga Kalibrasi / 
Metrologi / Jawatan Tera

A. Dinas Perdagangan;

B. Dinas Perhubungan;

C. Dinas Kesehatan;

D. Kalibrasi internal perusahaan/lembaga



A. Dinas Perdagangan

1. Timbangan kodok/contong kilogram di pedagang pasar/toko
tradisional;

2. Timbangan duduk di super market;
3. Timbangan pikul kilogram/kwintal;
4. Timbangan roda kilogram/kwintal;
5. Alat ukur SPBU: BBM dan Gas Elpiji;
6. Argometer Taxi (Dinas Perhubungan).
Masalahnya : 
Ada Badan Metrologi & Koperasi Metrologi, dampaknya terjadi
ukuran ganda.



B. Dinas Perhubungan

1. Alat uji kir laik jalan kendaraan umum (Kota/Kabupaten);

2. Alat uji kelaikan terbang pesawat terbang (terpusat);

3. Alat uji laik jalan kereta api (internal terpusat);

4. Jembatan timbang (belum jelas);

5. Alat uji gas emisi (belum jelas);

6. Alat kendali polusi di jalan raya (belum jelas).

Masalahnya : 

Pengawasan masih ada di bawah Ditjen Perhubungan di Departemen

Perhubungan



C. Dinas Kesehatan

1. Laboratorium kesehatan;

2. Gas medik;

3. Alat ukur tensi darah;

4. Alat-alat kesehatan lainnya yang terdiri dari lebih dari 200 
item yang harus dikalibrasi 2 tahun sekali;

5. Timbangan anak;

Masalahnya :

Tumpang tindah antara BPFK (Badan Pengamanan

Fasilitas Kesehatan) dengan institusi Rumah Sakit yang

memiliki lembaga kalibrasi sendiri.



D. Tera Internal

1. Jasa Telekomunikasi : Telkom, Indosat, Operator Selular;
2. Jasa Energi Listrik & Gas : PDAM, PLN, PN Gas, dan

Pertamina;
3. Tanki jasa angkut zat cair : Aspal, BBM, Kimia, Gas dll.
Masalahnya : 
Belum ada lembaga independen yang mengawasi dan
menguji kekuatan dan akurasi ukurannya.



Payung Hukum Penertiban

UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 : Pelaku usaha dilarang memproduksi / memperdagangkan
barang/jasa :

Ayat (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan,

Ayat (b) tidak sesuai dengan berat bersih dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 
tersebut,

Ayat (c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.



Masalah Standardisasi Alat Kalibrasi

1. Standard Eropa;

2. Standard Jepang;

3. Standard Amerika;

4. Standard Indonesia;

Masalahnya :

Kita bisa menggunakan standard Indonesia jika peralatan

uji itu hasil produksi Indonesia dan hanya dibolehkan untuk

konsumsi nasional.



Permasalahan Penegakan Hukum

1. UU Perlindungan Konsumen belum dijadikan konsideran dalam 
penetapan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dalam hubungannya dengan keamanan dan pelayanan
publik.

2. Belum ada lembaga yang representatif dalam mengadakan
pengawasan di lapangan dan melakukan judicial review terhadap
produk peraturan yang berhubungan dengan publik, 

3. Belum optimalnya lembaga Metrologi yang sudah ada karena
keterbatasan personil, peralatan uji di lapangan dan tumpang tindih
antar instansi dan lembaga terkait.

4. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-hak
normatifnya seperti yang diatur di dalam UU Perlindungan
Konsumen.

5. Kuatnya manajemen yang seringkali mengalahkan sistem yang 
telah mengaturnya. 



Peran LSM Perlindungan Konsumen

• Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran
atas hak dan kewajiban, kehati-hatian konsumen dalam 
mengkonsumsi barang/jasa melalui pelatihan, diskusi, seminar dll.

• Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;

• Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen;

• Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

• Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat
terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi

• Sudah waktunya segera dibentuk Badan Regulasi Metrologi di
tingkat nasional maupun provinsi yang berfungsi menertibkan, 
mengatur dan mengawasi pelaksanaan Badan Kalibrasi, Metrologi
atau pun Jawatan Tera yang sudah ada.

• Badan ini harus terdiri dari anggota-anggota yang kompeten di
bidangnya dan keberadaannya perlu devaluasi setiap tahun karena
pertumbuhan teknologi dan tren masyarakat mengalami perubahan
dengan cepat.

• Badan ini perlu didukung dengan peralatan yang memadai dan
sumber dana yang mencukupi. Karena yang terakhir ini seringkali
menjadi kendala operasionalnya.




